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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini 
adalah kepala keluarga di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta yang berjumlah 
5.631 KK. Sampel penelitian ini berjumlah 98 kepala keluarga yang ditentukan 
menggunakan teknik proportional random sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, angket, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang 
dilakukan yaitu editing, coding, dan tabulasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 
persepsi baik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam: (1) Perencanaan 
meliputi persepsi terhadap sumber data dan informasi pengelolaan (54,08%), 
persepsi terhadap karakteristik wilayah (55,10%), persepsi terhadap kemampuan 
mendukung kehidupan (71,43%), persepsi terhadap kemampuan mengatasi masalah 
lingkungan (79,59%), dan persepsi terhadap pembangunan berkelanjutan (65,31%), 
kecuali persepsi terhadap sumber data dan informasi SDA yang tersedia dinyatakan 
sebagian besar responden tidak baik (58,17%); (2) Pemanfaatan meliputi persepsi 
terhadap keberlanjutan fungsi (63,27%), persepsi terhadap keberlanjutan 
produktivitas (56,12%), dan persepsi terhadap kesejahteraan masyarakat (67,35%);    
(3) Pengendalian meliputi persepsi terhadap upaya pencegahan (73,47%), persepsi 
terhadap sosialisasi lingkungan (77,55%), persepsi terhadap peran pencegahan 
(69,39%), persepsi terhadap upaya penanggulangan (77,55%), persepsi terhadap 
peran penanggulangan (68,35%), persepsi terhadap upaya penghentian (74,49%), 
dan persepsi terhadap peran penghentian (76,53%); (4) Pemeliharaan (71,43%);   
(5) Pengawasan (73,47%); dan (6) Penegakan hukum meliputi persepsi terhadap 
pengaduan (48,98%) dan persepsi terhadap sosialisasi pengaduan (53,10%), kecuali 
persepsi terhadap penegakan hukum yang dinyatakan tidak baik karena tidak 
berjalan efektif, efisien, dan konsisten (59,19%). Secara keseluruhan persepsi 
masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan Kota 
Yogyakarta dapat dikatakan baik. 
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lingkungan (79,59%), dan persepsi terhadap pembangunan berkelanjutan (65,31%), 
kecuali persepsi terhadap sumber data dan informasi SDA yang tersedia dinyatakan 
sebagian besar responden tidak baik (58,17%); (2) Pemanfaatan meliputi persepsi 
terhadap keberlanjutan fungsi (63,27%), persepsi terhadap keberlanjutan 
produktivitas (56,12%), dan persepsi terhadap kesejahteraan masyarakat (67,35%);    
(3) Pengendalian meliputi persepsi terhadap upaya pencegahan (73,47%), persepsi 
terhadap sosialisasi lingkungan (77,55%), persepsi terhadap peran pencegahan 
(69,39%), persepsi terhadap upaya penanggulangan (77,55%), persepsi terhadap 
peran penanggulangan (68,35%), persepsi terhadap upaya penghentian (74,49%), 
dan persepsi terhadap peran penghentian (76,53%); (4) Pemeliharaan (71,43%);   
(5) Pengawasan (73,47%); dan (6) Penegakan hukum meliputi persepsi terhadap 
pengaduan (48,98%) dan persepsi terhadap sosialisasi pengaduan (53,10%), kecuali 
persepsi terhadap penegakan hukum yang dinyatakan tidak baik karena tidak 
berjalan efektif, efisien, dan konsisten (59,19%). Secara keseluruhan persepsi 
masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan Kota 
Yogyakarta dapat dikatakan baik. 






A. Latar Belakang Masalah 
Lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan mulai dikenal 
di kalangan dunia pada tahun 1972, dan sejak itu mulai dirintis berbagai 
langkah mengembangkan pola pembangunan untuk melestarikan lingkungan. 
Konferensi Internasional yang pertama tentang lingkungan hidup 
diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm, 
Swedia, 5 sampai 16 Juni 1972. Konferensi ini dihadiri utusan dari 113 
negara dan membahas berbagai masalah lingkungan hidup, serta menetapkan 
hari Lingkungan Hidup Dunia, yaitu 5 Juni (Manik, 2007: 19). 
Negara Indonesia terletak di khatulistiwa dan merupakan daerah dengan 
hutan hujan tropis yang luas dan lebat. Indonesia memiliki kekayaan sumber 
daya alam yang sangat berharga, tidak hanya berguna bagi Indonesia saja 
tetapi juga bagi dunia. Pembangunan sangat diperlukan demi peningkatan 
perekonomian suatu negara. Pembangunan tentu berkaitan dengan 
pengelolaan sumber daya alam yang berpengaruh pada lingkungan hidup. 
Pembangunan di Indonesia berhasil meningkatkan pendapatan nasional, 
akan tetapi keadaan ini mulai menimbulkan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup. Jika pencemaran dan kerusakan terus berlangsung, terbuka 
kemungkinan rusaknya lingkungan hidup. Kondisi sekarang menunjukkan 
telah terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang cukup 
signifikan. 
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Ada beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini 
dalam Rakornas Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta pada tanggal 1-2 
April  2013, diantaranya yaitu: pertama, isu pencemaran lingkungan utama 
berkisar 50-70% adalah permasalahan pencemaran akibat kegiatan domestik 
baik berupa limbah cair maupun limbah padat (persampahan). Kedua, 
permasalahan kerusakan ekosistem meningkat baik di danau, sungai, teluk, 
pesisir dan pantai. Ketiga, instrumen-instrumen lingkungan yang lebih baru 
telah dikembangkan perlu intensif dikomunikasikan (KLH, 2013). 
Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia menurut 
kepulauan (pulau-pulau besar) pada tahun 2009-2011, Pulau Jawa 
mempunyai nilai indeks terendah. Hal ini membuktikan dugaan selama ini 
bahwa kualitas lingkungan hidup di Pulau Jawa terburuk dibandingkan 
dengan pulau-pulau besar lainnya (KLH, 2012). 















Sulawesi 76,86 77,21 75,40 1 1 2 
Bali & Nusa Tenggara 71,94 74,19 68,53 2 3 3 
Sumatera 71,47 73,63 63,76 3 4 4 
Maluku & Papua 70,91 74,29 79,56 4 2 1 
Kalimantan 68,89 64,02 60,31 5 5 5 
Jawa 57,06 59,82 54,41 6 6 6 
Indonesia 60,25 61,07 59,79    
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 
Pemanfaatan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum 
seperti diamanatkan dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan 
hidup berdasarkan Pancasila perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan 
yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang 
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terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa 
kini dan generasi masa depan. 















DI. Yogyakarta 68,89 71,91 53,52 1 1 3 
Jawa Timur 54,49 49,49 59,01 2 4 1 
Jawa Barat 50,90 53,44 49,69 3 2 5 
Jawa Tengah 49,82 50,48 55,40 4 3 2 
Banten 48,98 48,98 50,86 5 5 4 
DKI Jakarta 41,31 41,81 41,73 6 6 6 
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 
Melihat nilai IKLH menurut Provinsi di Pulau Jawa pada Tabel 2 di atas, 
pada tahun 2011 peringkat pertama diperoleh DI.Yogyakarta, peringkat kedua 
Jawa Timur, dan peringkat ketiga Jawa Barat, selanjutnya Jawa Tengah, 
Banten, DKI Jakarta. DI.Yogyakarta pada tahun 2009 memperoleh peringkat 
ketiga dengan nilai indeks 53,52. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan 
peringkat menjadi peringkat pertama dengan nilai indeks 71,91. Walaupun 
sempat mengalami penurunan nilai indeks pada tahun 2011, DI.Yogyakarta 
tetap memperoleh peringkat pertama.  
Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu: 
Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, 
Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan 
wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 3.250 
Ha atau 32,50 Km
2
 (1,02%) dari luas wilayah provinsi. 
Menurut Badan Lingkungan Hidup DIY (2012), beberapa isu prioritas 
lingkungan hidup lokal yang perlu mendapat perhatian penanganan antara 
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lain: Pertama, kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah 
komitmen bersama dan sinergisitas dalam pelaksanaan program/kegiatan 
pengelolaan lingkungan dari pemangku kepentingan. Kedua, pencemaran 
udara terutama terjadi di wilayah perkotaan yang ditunjukkan meningkatnya 
polutan udara. Ketiga, penurunan kualitas air tanah dan cadangan air tanah 
sebagai sumber air minum bagi penduduk serta meningkatnya pencemaran 
sungai oleh limbah domestik (rumah tangga) dan limbah industri. Keempat, 
terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta 
terbatasnya pemahaman mereka terhadap kualitas. Kelima, masih sering 
terjadi pelanggaran tata ruang dan tata guna lahan yang merupakan pemicu 
awal timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan. 
Keberhasilan pengelolaan lingkungan yang belum maksimal, pencemaran 
udara semakin meningkat, penurunan kualitas dan cadangan air tanah, 
terbatasnya masyarakat yang peduli lingkungan serta banyaknya pelanggaran 
tata ruang dan tata guna lahan di Kota Yogyakarta mengakibatkan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan yang cukup memprihatinkan. 
Pengaruh pembangunan kota pada lingkungan tentu berdampak lebih besar 
daripada pengaruh pembangunan di wilayah desa. 
Secara umum status mutu lingkungan hidup masih dalam batas normal. 
Namun seiring dengan peningkatan dan perkembangan pembangunan, 
menunjukan bahwa dari hasil evaluasi terhadap komponen lingkungan udara, 
air dan lahan mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan mutu 
lingkungan dan peningkatan perusakan lingkungan (BLH DIY, 2012). Kota 
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Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata dan sebagai kota pendidikan sudah 
seharusnya dapat meningkatkan mutu status lingkungan hidup. Kepadatan 
penduduk per kecamatan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. 
Tabel 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan per Kecamatan 














1 Mantrijeron 2,61 37.861 14.506 
2 Kraton 1,40 24.273 17.338 
3 Mergangsan 2,31 34.147 14.782 
4 Umbulharjo 8,12 70.279 8.655 
5 Kotagede 3,07 33.853 11.027 
6 Gondokusuman 3,99 47.998 12.030 
7 Danurejan 1,10 23.802 21.638 
8 Pakualaman 0,63 11.816 18.756 
9 Gondomanan 1,12 16.919 15.106 
10 Ngampilan 0,82 20.342 24.807 
11 Wirobrajan 1,76 29.477 16.748 
12 Gedongtengen 0,96 22.241 23.168 
13 Jetis 1,70 30.516 17.951 
14 Tegalrejo 2,91 40.483 13.912 
TOTAL 32,50 444.007 13.662 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2013 
Berdasarkan data di atas, luas wilayah Kota Yogyakarta 32,50 km
2
 
dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 13.662 jiwa/km
2
. Kecamatan 
dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ngampilan 
yaitu sebesar 24.807 jiwa/km
2
 (BLH Kota Yogyakarta, 2012). Tingginya 
kepadatan penduduk di Kecamatan Ngampilan memungkinkan permasalahan 
lingkungan hidup yang lebih banyak. 
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Masalah lingkungan perkotaan yang terjadi di Kecamatan Ngampilan 
disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. 
Salah satu faktor yang disebabkan oleh manusia adalah pengelolaan 
lingkungan hidup kurang optimal dan berdampak pada kondisi lingkungan 
yang mengalami penurunan kualitas. Pengelolaan lingkungan hidup 
merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian 
lingkungan Kecamatan Ngampilan. 
Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah 
besarnya populasi manusia. Pertumbuhan populasi manusia yang cepat, 
kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat permukiman dan lain kebutuhan 
serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat. Pertumbuhan populasi 
ini telah mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan hidup (Otto 
Soemarwoto, 2008: 9). 
Kepadatan penduduk lazim disebut ledakan penduduk (population 
bomb). Pertambahan penduduk makin lama makin meningkat hingga 
akhirnya memadati muka bumi. Hal ini merupakan rentetan-rentetan masalah 
besar yang membentur sistem lingkungan yaitu bahwa setiap manusia tidak 
lepas dari berbagai kebutuhan, mulai dari yang pokok sampai pada kebutuhan 
pelengkap (Siahaan, 2004: 34). 
Kepadatan penduduk yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah 
dalam penyediaan lahan untuk permukiman dan untuk usaha, fasilitas sosial 
(pendidikan, rumah ibadah, kesehatan, air bersih dan transportasi), serta 
masalah sosial ekonomi dan sosial budaya di Kecamatan Ngampilan. 
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Peningkatan penggunaan lahan di Kecamatan Ngampilan mengakibatkan 
terjadinya tekanan penduduk terhadap lahan karena luas lahan tidak 
bertambah. Bertolak dari hal tersebut, maka sudah suatu keharusan bahwa 
pelayanan bidang lingkungan kepada masyarakat lebih diperhatikan dan 
ditingkatkan sesuai kondisi daerah terutama di Kecamatan Ngampilan Kota 
Yogyakarta. 
Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk mengetahui 
persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan 
Ngampilan Kota Yogyakarta. Judul penelitian ini adalah “Persepsi 
Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan 
Ngampilan Kota Yogyakarta”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Ngampilan tertinggi di Kota 
Yogyakarta. 
2. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan 
Ngampilan yang kurang baik. 
3. Peningkatan penggunaan lahan di Kecamatan Ngampilan mengakibatkan 





      
 
 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang muncul pada identifikasi, maka 
penelitian ini memfokuskan pada masalah persepsi masyarakat terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan Ngampilan yang kurang baik. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta?”. 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan 
hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun praktis sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap program studi 
geografi khususnya dalam bidang studi lingkungan. 
b. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi 
penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat, 
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khususnya untuk pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang berkelanjutan di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta. 
b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah 
wawasan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan 
Ngampilan Kota Yogyakarta. 
3. Manfaat Bagi Dunia Pendidikan 
Sebagai sumber referensi untuk mengkaji mata pelajaran geografi 
SMA kelas XI semester 2, pada Standar Kompetensi: Menganalisis 
pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup, Kompetensi Dasar: 







A. Deskripsi Teori 
1. Kajian Geografi 
a. Pengertian Geografi 
Armin K. Lobeck, dalam buku geomorfologinya yang terbit 
tahun 1939 mengemukakan definisi yang mengatakan geografi 
sebagai the study of the relationships existing between life and the 
physical environment, atau sebagai ilmu yang mempelajari 
hubungan-hubungan yang ada antara kehidupan dengan lingkungan 
fisiknya (Suharyono dan Moch. Amien, 2013: 17-18). 
Wrigley berpendapat bahwa geografi adalah suatu disiplin yang 
“berorientasikan kepada masalah” (problem-oriented) dalam rangka 
interaksi antara manusia dengan lingkungannya (Bintarto dan 
Surastopo, 1991: 7). 
Tahun 1970-an kalangan para tokoh geografi di universitas di 
Indonesia belum memandang perlunya definisi geografi, mengingat 
perlunya batasan pengertian geografi untuk keperluan pendidikan 
dan pengajaran di sekolah, SEMLOK tahun 1988 sepakat untuk 
memakai definisi geografi yang ditampilkan oleh para pakar geografi 
dari Universitas Gadjah Mada. Menurut hasil SEMLOK, geografi 
adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena 
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geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam 
konteks keruangan (Suharyono dan Moch. Amien, 2013: 19). 
b. Pendekatan Ekologi 
Studi mengenai interaksi antara organisme hidup dengan 
lingkungan disebut ekologi. Oleh karena itu untuk mempelajari 
ekologi seseorang harus mempelajari organisme hidup seperti 
manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungannya seperti litosfer, 
hidrosfer, dan atmosfer. Selain dari itu organisme hidup dapat pula 
mengadakan interaksi dengan organisme hidup lain. 
Gambar 1. Ekologi: Interaksi antara Organisme Hidup dengan 
Lingkungan 
Kata ekologi berasal dari kata Yunani eco yang berarti rumah 
atau rumah tangga yang diumpamakan sebagai suatu keluarga yang 
hidup bersama dan saling mengadakan interaksi di antara anggota 
keluarga tersebut. Manusia merupakan satu komponen dalam 
organisme hidup yang penting dalam proses interaksi. Oleh karena 
itu, timbul pengertian ekologi manusia atau human ecology dimana 
dipelajari interaksi antar manusia dan antara manusia dengan 
lingkungannya (Bintarto dan Surastopo, 1991: 18-19). 
Ekologi bagi geografi menyumbangkan suatu bentuk 
pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan ekologi. Pendekatan 
ekologi adalah suatu metodologi untuk mendekati, menelaah dan 
Organisme hidup Lingkungan 
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menganalisa sesuatu gejala atau sesuatu masalah dengan menerapkan 
konsep dan prinsip ekologi (Nursid Sumaatmadja, 1988: 82). 
Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji hubungan 
keterkaitan antara manusia dengan lingkungan terutama persepsi 
terhadap suatu obyek yang ada terkait pengelolaan lingkungan hidup, 
sehingga dalam penelitian ini sangat sesuai digunakan pendekatan 
ekologi. 
2. Studi Lingkungan 
Studi lingkungan adalah studi tentang gejala dan masalah kehidupan 
manusia yang ditinjau antar hubungannya dengan lingkungan tempat 
kehidupan. Studi lingkungan merupakan pengkajian praktis tentang 
masalah kehidupan dan masalah lingkungan, yang menerapkan konsep 
dan prinsip ekologi serta prinsip dan konsep Ilmu Sosial. Oleh karena itu, 
studi lingkungan ini dapat dikatakan sebagai ekologi manusia yang 
diterapkan (Nursid Sumaatmadja, 1988: 229). 
Ilmu lingkungan (environmental science) adalah ilmu yang 
mempelajari tentang lingkungan hidup. Ilmu lingkungan relatif masih 
baru (tahun 1960-an) dan mulai pesat berkembang setelah Konferensi 
Lingkungan Hidup diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada tahun 
1972. 
Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan 
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kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Mencermati definisi ini, 
maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar unsur-unsur yang 
dipelajari dalam ekologi tercakup dalam komponen atau unsur 
lingkungan hidup. Ilmu lingkungan merupakan perpaduan konsep dan 
asas berbagai ilmu (terutama ekologi), yang bertujuan untuk mempelajari 
dan memecahkan masalah yang menyangkut hubungan antara makhluk 
hidup dengan lingkungannya. Ilmu lingkungan merupakan penjabaran 
dari ekologi sehingga tidak dapat dipisahkan dengan ekologi. 
Dalam lingkup yang lebih spesifik, ilmu lingkungan dapat dikatakan 
sebagai ilmu terapan dari ekologi. Artinya, ekologi yang merupakan ilmu 
murni (dasar), diterapkan pada berbagai masalah kehidupan yang pada 
umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia (Manik, 2007: 15-16). 
3. Persepsi Masyarakat 
a. Definisi Persepsi Masyarakat 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1061), persepsi 
adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses 
seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Menurut 
Miftah Thoha (2005: 141-142), persepsi pada hakikatnya adalah 
proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami 
informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, 
pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk 
memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi 
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itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan 
bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka persepsi masyarakat 
dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses kognitif yang dialami 
masyarakat terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-
hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi dan 
menafsirkan pesan tersebut dengan menggunakan media penglihatan, 
pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. 
b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 
Menurut Miftah Thoha (2005: 149-156), adapun faktor-faktor 
yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut. 
1) Faktor-faktor perhatian dari luar 
Faktor-faktor dari luar terdiri dari pengaruh-pengaruh 
lingkungan luar antara lain: intensitas, ukuran, keberlawanan, 
pengulangan, gerakan, dan hal-hal yang baru. 
a) Intensitas 
Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan 
bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya 
semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami (to be 
perceived). 
b) Ukuran 
Faktor ini sangat dekat dengan prinsip intensitas. 
Faktor ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran sesuatu 
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obyek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau 
dipahami. 
c) Keberlawanan atau kontras 
Prinsip keberlawanan ini menyatakan bahwa stimuli 
luar yang penampilannya berlawanan dengan latar 
belakangnya atau sekelilingnya atau yang sama sekali di 
luar sangkaan orang banyak, akan menarik banyak 
perhatian. 
d) Pengulangan (repetition) 
Stimulus dari luar yang diulang akan memberikan 
perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan yang sekali 
dilihat. 
e) Gerakan (moving) 
Prinsip gerakan ini antaranya menyatakan bahwa orang 
akan memberikan banyak perhatian terhadap obyek yang 
bergerak dalam jangkauan pandangannya dibandingkan dari 
obyek yang diam. 
f) Baru 
Prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal 
yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan 
sebagai penarik perhatian. Obyek atau peristiwa baru dalam 
tatanan yang sudah dikenal, atau obyek atau peristiwa yang 
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sudah dikenal dalam tatanan yang baru akan menarik 
perhatian pengamat. 
2) Faktor-faktor dari dalam (Internal Set Factors) 
Beberapa faktor dari dalam diri seseorang yang 
mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain: proses belajar 
(learning), motivasi, dan kepribadiannya. 
a) Belajar atau pemahaman learning 
Semua faktor-faktor dari dalam yang membentuk 
adanya perhatian kepada sesuatu obyek, sehingga 
menimbulkan adanya persepsi didasarkan dari kekomplekan 
kejiwaan. Kekomplekan kejiwaan ini selaras dengan proses 
pemahaman atau belajar (learning). 
b) Motivasi 
Motivasi mempunyai dampak yang amat penting dalam 
proses pemilihan persepsi. Seseorang yang haus kekuasaan, 
butuh afiliasi, dan memerlukan pencapaian hasil akan lebih 
besar perhatiannya pada variabel-variabel situasi yang 
relevan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mempunyai 
pengaruh yang besar pada motivasi atau sebaliknya. 
c) Kepribadian 
Unsur ini amat erat hubungannya dengan proses belajar 
dan motivasi yang mempunyai akibat tentang apa yang 
diperhatikan dalam menghadiri suatu situasi. Kepribadian 
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dapat memberikan dampak terhadap cara seseorang 
melakukan persepsi pada lingkungan di sekitarnya. 
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup 
a. Lingkungan Hidup 
Otto Soemarwoto (2008: 22) mengemukakan bahwa suatu 
konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem, yaitu suatu sistem 
ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk 
hidup dengan lingkungannya. Menurut pengertian, suatu sistem 
terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai 
suatu kesatuan. 
Menurut UU No. 32 Tahun 2009, ekosistem adalah tatanan 
unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh 
dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Menurut Zoer’aini 
(2008: 23), ekosistem merupakan satuan fungsional dasar dalam 
ekologi karena ekosistem meliputi komunitas organisme hidup 
(biotik), lingkungan tidak hidup (abiotik), dan lingkungan saling 
mempengaruhi. 
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Pasal 1 menjelaskan: 
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 
lain. 
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Lingkungan hidup manusia dapat digolongkan dalam beberapa 
kelompok yaitu lingkungan fisikal (physical environment), 
lingkungan biologis (biological environment), dan lingkungan sosial 
(social environment). 
Lingkungan fisikal adalah segala sesuatu di sekitar manusia 
yang berbentuk mati seperti pegunungan, sungai, udara, air, sinar 
matahari, kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Lingkungan 
biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang 
berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri, seperti 
hewan, tumbuhan jasad renik dan lain sebagainya, sedangkan 
lingkungan sosial mempunyai beberapa aspek seperti sikap 
kemasyarakatan, sikap kejiwaan, sikap kerohanian dan lain 
sebagainya. 
Manusia tidak hanya tertarik kepada tanggapan dan penyesuaian 
terhadap lingkungan fisikalnya tetapi juga tertarik kepada 
interaksinya dengan manusia lain yaitu ruang sosialnya. Dinamika 
yang terdapat dalam lingkungan sosial dapat menimbulkan 
penyesuaian dan pembaharuan sikap dan tindakan terhadap 
lingkungan di mana manusia itu hidup. Di pihak lain lingkungan 
fisikalnya di mana manusia itu hidup dapat mengalami perubahan 
bentuk dan fungsi yang disebabkan oleh campur tangan manusia 
(Bintarto dan Surastopo, 1991: 22). 
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b. Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha 
sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan 
agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. 
Karena persepsi tentang kebutuhan dasar, terutama untuk 
kelangsungan hidup yang manusiawi, tidak sama untuk semua 
golongan masyarakat dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, 
pengelolaan lingkungan harus bersifat lentur (Otto Soemarwoto, 
2008: 76). 
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Pasal 1 menjelaskan: 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan, dan penegakan hukum. 
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 BAB II asas, tujuan, dan 
ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
adalah sebagai berikut. 
1) Asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 berbunyi: 
a) tanggung jawab negara; 
b) kelestarian dan keberlanjutan; 






i) keanekaragaman hayati; 
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j) pencemar membayar; 
k) partisipatif; 
l) kearifan lokal; 
m) tata kelola pemerintahan yang baik; dan 
n) otonomi daerah. 
 
2) Tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 berbunyi: 
a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 
c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan 
kelestarian ekosistem; 
d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 
lingkungan hidup; 
f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan 
generasi masa depan; 
g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas 
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; 
h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara 
bijaksana; 
i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan  
j) mengantisipasi isu lingkungan global. 





e) Pengawasan; dan 
f) Penegakan hukum. 
Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
adalah sebagai berikut. 
1) Perencanaan, dilaksanakan melalui tahapan: 
a) Inventarisasi lingkungan hidup 
Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk 
memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya 
alam yang meliputi: 
21 
      
 
 
(1) potensi dan ketersediaan; 
(2) jenis yang dimanfaatkan; 
(3) bentuk penguasaan; 
(4) pengetahuan pengelolaan; 
(5) bentuk kerusakan; dan 
(6) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat 
pengelolaan. 
b) Penetapan wilayah ekoregion 
Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan kesamaan: 
(1) karakteristik bentang alam; 
(2) daerah aliran sungai; 
(3) iklim; 
(4) sosial budaya; 
(5) ekonomi; 
(6) kelembagaan masyarakat; dan 
(7) hasil inventarisasi lingkungan hidup. 
c) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (RPPLH) 
RPPLH disusun oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan 
RPPLH memperhatikan: 
(1) keragaman karakter; 
(2) sebaran penduduk; 
(3) sebaran potensi sumber daya alam; 
(4) kearifan lokal; 
(5) aspirasi masyarakat; dan  
(6) perubahan iklim. 
 
2) Pemanfaatan, dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: 
a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; 
b) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan 
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c) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
ditetapkan oleh: 
a) Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup nasional dan pulau/kepulauan; 
b) Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau 
c) Bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah 
kabupaten/kota. 
3) Pengendalian, dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai 
dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-
masing. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup meliputi: 
a) Pencegahan 
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup terdiri atas: 
(1) Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); 
(2) tata ruang; 
(3) baku mutu lingkungan hidup; 
(4) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 
(5) amdal; 
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(6) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL); 
(7) perizinan; 
(8) instrumen ekonomi lingkungan hidup; 
(9) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan 
hidup; 
(10) anggaran berbasis lingkungan hidup; 
(11) analisis risiko lingkungan hidup; 
(12) audit lingkungan hidup; dan 
(13) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau 
perkembangan ilmu pengetahuan. 
b) Penanggulangan 
Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup wajib melakukan 
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan. Penanggulangan dilakukan dengan: 
(1) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 
(2) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup; 
(3) penghentian sumber dan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup; dan/atau 
(4) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
c) Pemulihan 
Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan 
fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan 
hidup dilakukan dengan tahapan: 




(4) restorasi; dan/atau 
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(5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
4) Pemeliharaan, dilakukan melalui upaya: 
a) Konservasi sumber daya alam 
Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan: 
(1) perlindungan sumber daya alam; 
(2) pengawetan sumber daya alam; dan 
(3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. 
b) Pencadangan sumber daya alam 
Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber 
daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu 
tertentu. 
c) Pelestarian fungsi atmosfer 
Pelestarian fungsi atmosfer meliputi: 
(1) upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 
(2) upaya perlindungan lapisan ozon; dan 
(3) upaya perlindungan terhadap hujan asam. 
5) Pengawasan 
Pengawasan dilakukan oleh menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan 
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap izin lingkungan. 
6) Penegakan hukum 
Perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum 
yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran 
dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. 
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Menurut Manik (2007: 226), setiap rencana usaha atau kegiatan 
yang berpotensi menimbulkan dampak penting diperlukan upaya 
pengelolaan, sehingga dampak yang timbul dapat ditoleransi 
lingkungan. Pemrakarsa wajib melakukan pengelolaan lingkungan 
pada setiap tahap kegiatan sesuai dengan jenis dampak yang terjadi. 
Pengembangan dampak positif dan pencegahan terjadinya dampak 
negatif, pengelolaan dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi, 
kelembagaan, dan teknologi. 
Pendekatan sosial ekonomi menjelaskan aspek sosial ekonomi, 
pendekatan kelembagaan menentukan lembaga yang terkait, dan 
pendekatan teknologi menguraikan pilihan teknologi yang digunakan 
dalam upaya pengendalian dampak. 
Peran serta masyarakat tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 
Pasal 70 yang berbunyi: 
1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan 
seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
2) Peran masyarakat dapat berupa: 
a. Pengawasan sosial; 
b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; 
dan/atau 
c. Penyampaian informasi dan/atau laporan. 
3) Peran masyarakat dilakukan untuk: 
a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 
b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan 
kemitraan; 
c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan 
masyarakat; 
d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat 
untuk melakukan pengawasan sosial; dan 
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e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal 
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
B. Penelitian yang Relevan 
Tabel 4. Penelitian yang Relevan 
1. Peneliti Wahyuni/ Skripsi/ UGM/ 2010 
Judul Hubungan antara Persepsi dan Perilaku Masyarakat 
Bantaran Sungai Winongo terhadap Pengelolaan 
Lingkungan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. 
Metode Penelitian ini menggunakan  metode survei dengan 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil 
Penelitian 
1) Sebagian besar responden mempunyai persepsi yang 
kurang mendukung terhadap pengelolaan lingkungan 
yang baik, yaitu sebesar 93%. 
2) Secara umum responden mempunyai perilaku yang 
positif dalam pengelolaan lingkungan, dalam artian 
perilakunya tidak membuat kerusakan lingkungan. 
Namun apabila perilaku responden dikaji pada 
masing-masing kegiatan, terhadap beberapa 
responden yang masih memiliki perilaku negatif 
terhadap sungai. 
3) Terhadap ketidaksesuaian antara persepsi dan 
perilaku masyarakat bantaran Sungai Winongo pada 
beberapa kegiatan. Ketidaksesuaian ini disebabkan 
oleh 3 hal, yaitu karena keterbatasan pengetahuan 
akan kegiatan pengelolaan lingkungan yang baik, 
ketidaksesuaian (kesadaran) dalam melakukan 
pengelolaan lingkungan yang baik, dan terbatasnya 
sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan 
pengelolaan lingkungan yang baik. 
Persamaan 1) Mengkaji bidang pengelolaan lingkungan. 
2) Pendekatan ekologi. 
Perbedaan 1) Lokasi penelitian berbeda. 
2) Tujuan penelitian: 
a. Mendeskripsikan karakteristik masyarakat yang 
terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat persepsi masyarakat bantaran Sungai 
Winongo terhadap pengelolaan lingkungan. 
b. Mendeskripsikan tingkat persepsi masyarakat 
bantaran Sungai Winongo terhadap pengelolaan 
lingkungan. 
c. Mendeskripsikan perilaku masyarakat bantaran 
Sungai Winongo dalam pengelolaan lingkungan. 
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d. Mendeskripsikan kesesuaian antara tingkat 
persepsi dan perilaku masyarakat bantaran 
Sungai Winongo dalam pengelolaan lingkungan. 
3) Metode survei dengan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif. 
4) Variabel penelitian berbeda. 
5) Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
systematic sampling. 
6) Teknik pengambilan data menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
2. Peneliti Antonio Lelo Taci/ Tesis/ UGM/ 2011 
Judul Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Upaya 
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan pada Kegiatan Bidang Pariwisata (Kasus di 
Sub-Distrito Cristo Rei, Distrito Dili, Timor-Leste).  
Metode Penelitian ini menggunakan  metode survei dengan 
analisis statistik kuantitatif. 
Hasil 
Penelitian 
1) Peran pemerintah dalam penerapan upaya 
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup (UKL-UPL) belum begitu 
maksimal. 
2) Kurangnya sosialisasi pemerintah, sehingga 
pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang 
UKL-UPL sangat minim. 
3) Kurangnya sumberdaya manusia atau tenaga teknis 
yang memahami tentang UKL-UPL, sehingga terjadi 
interven politik. 
4) Pengawasan yang dilakukan pemerintah kurang 
begitu maksimal/ efektif karena adanya egosektoral 
antar instansi dalam proses perizinan. 
Persamaan 1) Mengkaji bidang pengelolaan lingkungan. 
2) Metode survei dengan pendekatan kuantitatif. 
Perbedaan 1) Lokasi penelitian berbeda. 
2) Tujuan penelitian: 
a. Mengkaji karakteristik sosial ekonomi 
masyarakat di wilayah penelitian. 
b. Mengkaji persepsi masyarakat terhadap dampak 
lingkungan yang timbul akibat adanya kegiatan 
pariwisata. 
c. Mengkaji pengetahuan masyarakat yang 
mempengaruhi persepsi penerapan UKL dan 
UPL pada kegiatan di bidang pariwisata. 
d. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi masyarakat terhadap penerapan UKL-
UPL pada kegiatan di bidang pariwisata. 
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3) Variabel penelitian berbeda. 
4) Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
simple random sampling. 
5) Teknik pengambilan data menggunakan observasi 
dan wawancara. 
3. Peneliti Roby Ruhyadi/ Tesis/ UGM/ 2012 
Judul Persepsi dan Sikap Warga Sekitar terhadap 
Pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan 
Akhir Sampah Nambo.  
Metode Penelitian ini menggunakan  metode survei dengan 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil 
Penelitian 
1) Tingkat pengetahuan warga lingkungan sekitar 
TPPAS Nambo sebagian besar termasuk dalam 
kategori rendah. 
2) a. Tidak terdapat hubungan yang nyata antara tingkat 
paparan informasi media massa dengan pengetahuan 
masyarakat; b. Terdapat hubungan signifikan antara 
tingkat pendidikan dengan derajat pengetahuan 
masyarakat; c. Terdapat hubungan signifikan antara 
tingkat pendapatan dengan derajat pengetahuan 
masyarakat; d. Terdapat beda tingkat pengetahuan 
warga sekitar berdasarkan jenis pekerjaan. 
3) Terdapat hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan dengan terbentuknya harapan pada 
masyarakat. 
4) a. Terdapat hubungan yang signifikan antara harapan 
masyarakat sekitar terhadap pembentukan persepsi; 
b. Terdapat hubungan yang nyata antara harapan 
dengan pembentukan sikap. 
5) Terdapat hubungan nyata dan signifikan antara 
persepsi masyarakat dengan sikap warga. 
6) Diskusi kelompok terfokus dan wawancara tokoh 
memunculkan dua isu pokok yang diharapkan warga 
sekitar dapat meningkatkan interelasi antara 
pengelola TPPAS dan warga. 
Persamaan 1) Mengkaji bidang pengelolaan lingkungan. 
2) Pendekatan ekologi. 
Perbedaan 1) Lokasi penelitian berbeda. 
2) Tujuan penelitian: 
a. Mengkaji tingkat pengetahuan, harapan, 
persepsi, dan sikap warga sekitar. 
b. Mengkaji hubungan antara kondisi sosial 
ekonomi dan tingkat keterpaparan informasi 
terhadap tingkat pengetahuan warga sekitar. 
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c. Mengkaji hubungan antara tingkat pengetahuan 
dengan tingkat harapan warga sekitar. 
d. Mengkaji hubungan antara tingkat harapan 
terhadap persepsi dan sikap warga sekitar. 
e. Mengkaji hubungan antara persepsi dan harapan 
terhadap sikap warga sekitar. 
f. Mengkaji upaya yang dapat dilakukan dalam 
perspektif warga sekitar untuk operasional 
TPPAS Nambo yang berkelanjutan. 
3) Metode survei dengan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif. 
4) Variabel penelitian berbeda. 
5) Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling. 
6) Teknik pengambilan data menggunakan observasi, 
kuesioner, dan pedoman DKT (Diskusi Kelompok 
Terfokus). 
C. Kerangka Berpikir 
Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan 
Ngampilan Kota Yogyakarta cukup memprihatinkan. Kondisi ini disebabkan 
karena pencemaran udara semakin meningkat, penurunan kualitas dan 
cadangan air tanah, terbatasnya masyarakat yang peduli lingkungan serta 
banyaknya pelanggaran tata ruang dan tata guna lahan.  
Pengaruh pembangunan kota pada lingkungan tentu berdampak lebih 
besar daripada pengaruh pembangunan di wilayah desa. Kebijakan 
pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan pemerintah daerah meliputi 
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 
penegakan hukum dirasa kurang optimal.  
Kecamatan Ngampilan merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan 
penduduk tertinggi di Kota Yogyakarta dengan kepadatan 24.807 jiwa/km
2
. 
Peningkatan penggunaan lahan di Kecamatan Ngampilan mengakibatkan 
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terjadinya tekanan penduduk terhadap lahan karena luas lahan tidak 
bertambah.  
Bertolak dari masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan 
Lingkungan Hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta”. Persepsi 
masyarakat Kecamatan Ngampilan terhadap pengelolaan lingkungan hidup 
dirasa cukup penting untuk mengetahui kondisi dan keberhasilan pengelolaan 
lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup selayaknya tetap 
memperhatikan situasi saat ini sebagai acuan untuk memperhatikan potensi 
yang berkembang demi mewujudkan kota yang berkelanjutan secara ekologis 
dan terciptanya lingkungan yang baik. Kerangka berpikir penelitian diuraikan 
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A. Desain Penelitian 
Desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan, 
mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian 
dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuannya 
(Pabundu Tika, 2005: 12). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif 
yaitu suatu penelitian yang mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau 
keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, 
walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis (Pabundu Tika, 
2005: 4). Menurut Kusmayadi (2000: 29), penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena 
serta hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual, dan 
akurat. 
Berdasarkan bentuk dan metode penelitiannya, penelitian ini 
menggunakan teknik survei. Ciri khas penelitian ini adalah data dikumpulkan 
dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner. 
Salah satu keuntungan utama dari penelitian ini adalah mungkinnya 
pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar (Masri Singarimbun, 2006: 
25). Menurut Iqbal Hasan (2010: 5), penelitian survei adalah penelitian yang 
tidak melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap variabel-
variabel yang diteliti. 
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Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta 
dengan menggunakan tabel frekuensi. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Waktu pelaksanaan penelitian pada 
bulan Maret - April 2014. 
C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 
hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 38). 
1. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi indikator: 
a. Persepsi masyarakat terhadap perencanaan. 
b. Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan. 
c. Persepsi masyarakat terhadap pengendalian. 
d. Persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan. 
e. Persepsi masyarakat terhadap pengawasan. 
f. Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum. 
2. Definisi Operasional Variabel 
Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup adalah 
penilaian masyarakat terhadap upaya sistematis dan terpadu yang 
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dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kecamatan 
Ngampilan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, yang meliputi 
indikator: 
a. Persepsi masyarakat terhadap perencanaan adalah penilaian 
masyarakat terhadap upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke 
dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan 
Ngampilan meliputi inventarisasi lingkungan hidup, penetapan 
wilayah ekoregion, dan pembangunan berkelanjutan. 
b. Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan adalah penilaian 
masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang 
dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup Kecamatan Ngampilan meliputi keberlanjutan 
fungsi, keberlanjutan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. 
c. Persepsi masyarakat terhadap pengendalian adalah penilaian 
masyarakat terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup Kecamatan Ngampilan meliputi pencegahan, 
penanggulangan, dan pemulihan. 
d. Persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan adalah penilaian 
masyarakat terhadap upaya yang dilakukan untuk menjaga 
pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 
penurunan atau kerusakan lingkungan hidup Kecamatan Ngampilan 
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yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang berupa upaya 
konservasi sumber daya alam. 
e. Persepsi masyarakat terhadap pengawasan adalah penilaian 
masyarakat terhadap pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha 
atau kegiatan di Kecamatan Ngampilan terhadap peraturan 
perundang-undangan dan izin lingkungan. 
f. Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum adalah penilaian 
masyarakat terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana 
lingkungan hidup Kecamatan Ngampilan meliputi pengaduan, 
sosialisasi kebijakan pengaduan, dan penegakan hukun pelaku tindak 
pidana lingkungan hidup. 
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2012: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga di 
Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta yang berjumlah 5.631 KK. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut (Sugiyono 2012: 81). Pengambilan sampel untuk 
dijadikan responden dilakukan dengan teknik proportional random 
sampling. Menurut Hadi Sabari Yunus (2010: 298), Proportional 
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random sampling adalah penentuan jumlah sampel berdasarkan proporsi 
jumlah anggota subpopulasi yang berbeda-beda. Subpopulasi yang 
mempunyai anggota lebih banyak diwakili oleh anggota sampel yang 
lebih banyak dibandingkan dengan populasi yang mempunyai anggota 
lebih sedikit. 
Kecamatan Ngampilan terdiri dari dua kelurahan yaitu Kelurahan 
Ngampilan dan Kelurahan Notoprajan. Kelurahan Ngampilan memiliki 
13 RW dengan jumlah 3.165 KK, sedangkan Kelurahan Notoprajan 
memiliki 8 RW dengan jumlah 2.466 KK. Penelitian ini menggunakan 
proportional random sampling dengan berdasarkan perbedaan kepadatan 
jumlah kepala keluarga yang ada pada masing-masing RW di Kecamatan 
Ngampilan. Metode pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin 
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Dari hasil perhitungan, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 
98 kepala keluarga. Pembagian jumlah responden per RW di Kelurahan 
Ngampilan dan Kelurahan Notoprajan adalah sebagai berikut. 
1) Kelurahan Ngampilan 
Tabel 5. Jumlah Responden per RW di Kelurahan Ngampilan  
RW Jumlah KK Jumlah Sampel 
1 296 5 
2 247 4 
3 244 4 
4 184 3 
5 249 4 
6 312 5 
7 218 4 
8 152 3 
9 169 3 
10 112 2 
11 349 6 
12 313 6 
13 320 6 
Total 3.165 KK 55 KK 
Banyaknya responden di Kelurahan Ngampilan berjumlah 55 
kepala keluarga dari total jumlah 3.165 KK. 
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2) Kelurahan Notoprajan 
Tabel 6. Jumlah Responden per RW di Kelurahan Notoprajan  
RW Jumlah KK Jumlah Sampel 
1 356 6 
2 339 6 
3 360 6 
4 320 6 
5 252 4 
6 324 6 
7 218 4 
8 297 5 
Total 2.466 KK 43 KK 
Banyaknya responden di Kelurahan Notoprajan berjumlah 43 
kepala keluarga dari total jumlah 2.466 KK. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu 
data primer dan data sekunder. 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 
atau objek yang diteliti, atau ada hubungan dengan yang diteliti (Pabundu 
Tika, 2005: 44). Data primer diperoleh dengan observasi dan angket yang 
dilakukan kepada responden Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta. 
2. Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan 
dilaporkan oleh orang atau instansi di luar diri peneliti sendiri, walaupun 
yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data 
sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi dan perpustakaan 
(Pabundu Tika, 2005: 44). Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi 
yang berhubungan dengan masalah penelitian, yakni Badan Lingkungan 
Hidup dan pemerintah daerah tempat penelitian. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Observasi 
Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 
atau fenomena yang ada pada objek penelitian (Pabundu Tika, 2005: 44). 
Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung di lokasi penelitian. 
Dalam penelitian ini data yang diambil melalui teknik observasi adalah 
data tentang gambaran umum daerah penelitian. 
2. Angket 
Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 
responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012: 142). Angket digunakan 
untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan 
hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data 
yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari subjek atau 
objek yang diteliti, tetapi melalui pihak lain seperti instansi-instansi atau 
lembaga-lembaga terkait, perpustakaan, arsip perorangan, dan sebagainya 
(Pabundu Tika, 2005: 60). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah 
teknik untuk mencari data dengan cara mencatat data yang berfungsi 
sebagai data pendukung.  
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Data yang diambil dari instansi-instansi yang berhubungan dengan 
masalah penelitian diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup DIY, Badan 
Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, serta Kelurahan Ngampilan dan 
Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta. 
F. Teknik Pengolahan Data 
Menurut Iqbal Hasan (2010: 24), pengolahan data adalah suatu proses 
dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan 
menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data meliputi 
kegiatan berikut. 
1. Editing 
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data 
yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk 
menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di 
lapangan dan bersifat koreksi. 
2. Coding 
Coding adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data 
yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang 
dibuat dalam bentuk angka-angka/huruf-huruf yang memberikan 






Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah 
diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dengan tabulasi 
data menjadi tersusun secara teratur, lebih sederhana serta mudah 
dibaca dan dipahami maknanya. 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang 
diperoleh dalam penelitian dibuat dalam bentuk yang lebih sederhana agar 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Daerah Penelitian 
1. Kondisi Fisik 
a. Letak, Luas, dan Batas Wilayah 
Kecamatan Ngampilan merupakan salah satu kecamatan di Kota 
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kecamatan 
Ngampilan terletak di sebelah barat laut Kota Yogyakarta dengan 
luas wilayah 0,82 km
2
 dan dilalui oleh Sungai Winongo. Sebagian 
wilayahnya merupakan daerah permukiman, perkantoran, dan 
pertokoan. 
Kecamatan Ngampilan terdiri dari dua kelurahan yaitu 
Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Notoprajan. Kelurahan 
Ngampilan memiliki 13 RW dan 70 RT, sedangkan Kelurahan 
Notoprajan memiliki 8 RW dan 50 RT. Secara astronomis 
Kecamatan Ngampilan terletak pada 7° 47' 44" - 7° 48' 32" Lintang 
Selatan dan 110° 21' 13" - 110° 21' 44" Bujur Timur, dan terletak 
pada ketinggian 114 meter dari permukaan laut. Secara administratif, 
batas-batas wilayah Kecamatan Ngampilan adalah sebagai berikut. 
1) Sebelah Utara : Kecamatan Gedongtengen; 
2) Sebelah Selatan : Kecamatan Mantrijeron; 
3) Sebelah Timur : Kecamatan Gondomanan dan Kraton; dan 
4) Sebelah Barat : Kecamatan Wirobrajan. 
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Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian Kecamatan Ngampilan  
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Sebagaimana daerah di Indonesia, Kecamatan Ngampilan juga 
beriklim tropis dengan memperoleh pengaruh angin muson yang 
berganti arah setiap setengah tahun sekali. Pengaruh angin muson ini 
akan menyebabkan timbulnya hujan dan musim kemarau. 
Suhu rata-rata bulanan Kecamatan Ngampilan berkisar antara 
26-27,5 °C (BMKG, 2012). Curah hujan rata-rata bulanan dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 7. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Kecamatan Ngampilan 
Tahun 2012 
No. Bulan 
Curah Hujan Rata-Rata 
Bulanan (mm) 
1 Januari 59 
2 Februari 135 
3 Maret 94 
4 April 68 
5 Mei 23 
6 Juni 0 
7 Juli  0 
8 Agustus 0 
9 September 0 
10 Oktober 57 
11 November 70 
12 Desember 33 
Rata-Rata 45 
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian 
Kota Yogyakarta 
Secara umum curah hujan rata-rata bulanan tertinggi selama 
tahun 2012 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 135 mm dan 
terendah pada bulan Juni sampai September. Curah hujan rata-rata 
bulanan Kecamatan Ngampilan tahun 2012 adalah 45 mm/bulan. 
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c. Tata Guna Lahan 
Luas wilayah Kecamatan Ngampilan 82 ha
 
meliputi bangunan 
permanen dan lainnya. Data penggunaan lahan di Kecamatan 
Ngampilan dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 8. Luas Wilayah menurut Jenis Penggunaan Lahan per 








Ngampilan Jumlah % 




22,86   61,78 41,79   92,87 64,65   78,84 
2 Lainnya 14,14   38,22   3,21     7,13 17,35   21,16 
Jumlah 37,00 100,00 45,00 100,00 82,00 100,00 
Sumber: Kecamatan Ngampilan dalam Angka 2013 
Berdasarkan Tabel 8, penggunaan lahan di Kecamatan 
Ngampilan sebagian besar (78,84%) digunakan untuk bangunan 
permanen. Penggunaan lahan di Kelurahan Ngampilan lebih banyak 
digunakan untuk bangunan permanen (92,87%) daripada lain-lain 
(7,13%), sedangkan di Kelurahan Notoprajan juga sama lebih 
banyak untuk bangunan permanen (61,78%) daripada lain-lain 
(38,22%). 
1. Kondisi Demografis 
a. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk Kecamatan Ngampilan pada tahun 2012 
adalah 19.080 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 9.425 jiwa 
dan jumlah penduduk perempuan 9.655 jiwa. Jumlah penduduk di 
Kecamatan Ngampilan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Setiap Kelurahan 
di Kecamatan Ngampilan 2012 
No. Kelurahan 
Jenis Kelamin 
Laki-laki % Perempuan % Jumlah % 
1 Notoprajan 4.105 43,55 4.184 43,34   8.289   43,44 
2 Ngampilan 5.320 56,45 5.471 56,66 10.791   56,56 
Jumlah 9.425 49,40 9.655 50,60 19.080 100,00 
 Sumber: Kecamatan Ngampilan dalam Angka 2013 
Berdasarkan Tabel 9, jumlah penduduk Kecamatan Ngampilan 
yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada penduduk 
yang berjenis kelamin laki-laki dengan selisih 1,20%. Jika melihat 
jumlah penduduk antar kelurahan, maka Kelurahan Ngampilan 
memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan Kelurahan 
Notoprajan dengan selisih 13,12%. 
b. Sex Ratio 
Sex ratio (SR) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki 
dan jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah tertentu. 
Sex ratio  = 
 
 
 x 100 
 =  
     
     
 x 100 
Sex ratio  = 97,62 = 98 
Sex ratio penduduk Kecamatan Ngampilan dapat dilihat pada 
tabel berikut. 
Tabel 10. Sex Ratio menurut Kelurahan di Kecamatan Ngampilan 
2012 
No. Kelurahan Laki-laki Perempuan Sex ratio 
1 Notoprajan 4.105 4.184 98 
2 Ngampilan 5.320 5.471 97 
Jumlah 9.425 9.655 98 
 Sumber: Kecamatan Ngampilan dalam Angka 2013 
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Berdasarkan Tabel 10, sex ratio di Kecamatan Ngampilan 
adalah 98, artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 
98 penduduk laki-laki. Sex ratio di Kelurahan Notoprajan lebih 
tinggi dengan jumlah 98 daripada sex ratio di Kelurahan Ngampilan 
dengan jumlah 97. 
c. Kepadatan Penduduk 
Kepadatan penduduk dapat diartikan sebagai jumlah penduduk 
per satuan luas atau perbandingan antara jumlah penduduk di suatu 
wilayah dengan luas wilayah tersebut. Kepadatan penduduk di 
Kecamatan Ngampilan dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 11. Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut  












1 Notoprajan 0,37   8.289 22.403 
2 Ngampilan 0,45 10.791 23.980 
Jumlah 0,82 19.080 23.268 
Sumber: Kecamatan Ngampilan dalam Angka 2013 
Berdasarkan Tabel 11, kepadatan penduduk di Kecamatan 
Ngampilan sebesar 23.268 jiwa/km
2
. Jika melihat kepadatan 
penduduk antar kelurahan, maka Kelurahan Ngampilan memiliki 
kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan Kelurahan 
Notoprajan dengan selisih 1.577 jiwa/km
2
. 
B. Karakteristik Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga di Kecamatan 
Ngampilan Kota Yogyakarta, dengan jumlah responden sebanyak 98 kepala 
keluarga meliputi 55 KK dari Kelurahan Ngampilan dan 43 KK dari 
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Kelurahan Notoprajan. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi 
jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. 
1. Jenis Kelamin 
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui 
berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Laki-laki 45   45,92 
2 Perempuan 53   54,08 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden didominasi oleh responden dengan jenis kelamin perempuan 
sebesar 54,08%, sedangkan responden laki-laki 45,92%. 
2. Umur 
Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur dapat diketahui 
berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur 
No. Umur (Tahun) Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 21 – 34 19   19,39 
2 35 – 48 38   38,78 
3 49 – 62 36   36,73 
4 63 – 77 5     5,10 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa paling banyak 
responden didominasi oleh responden dengan kelompok umur 35-48 
tahun sebesar 38,78% dan jumlah terkecil adalah kelompok umur 63-77 
tahun dengan persentase sebesar 5,10%. 
48 




Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat 
diketahui berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 14. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Tamat PT 16   16,33 
2 Tamat SMA 62   63,27 
3 Tamat SMP 10   10,20 
4 Tamat SD  10   10,20 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa sebagian besar 
pendidikan formal responden adalah tamat SMA dengan persentase 
sebesar 63,27%, sedangkan pendidikan formal responden terkecil adalah 
tamat SMP dan tamat SD dengan persentase 10,20%. Banyaknya 
responden yang tamat SMA menunjukkan kualitas pendidikan responden 
Kecamatan Ngampilan sudah baik. 
4. Pekerjaan 
Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat diketahui 
berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 15. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
No. Pekerjaan Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 PNS 6     6,12 
2 TNI/POLRI 4     4,08 
3 Karyawan Swasta 23   23,47 
4 Wiraswasta/Pedagang 35   35,72 
5 Lainnya 30   30,61 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
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Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa paling banyak  
pekerjaan responden adalah wiraswasta/pedagang dengan persentase 
sebesar 34,70%, sedangkan pekerjaan responden terkecil adalah 
TNI/POLRI dengan persentase 4,08%. Banyaknya yang bekerja sebagai 
wiraswasta/pedagang menunjukkan tingginya jiwa wirausaha responden 
Kecamatan Ngampilan. 
C. Pembahasan Hasil Penelitian 
Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di 
Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta merupakan penilaian masyarakat 
terhadap upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan 
fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan 
masyarakat. Indikator pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 
hukum. 
1. Persepsi Masyarakat terhadap Perencanaan 
Persepsi masyarakat terhadap perencanaan merupakan penilaian 
masyarakat terhadap upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke 
dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan 
Ngampilan meliputi inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah 




      
 
 
a. Inventarisasi Lingkungan Hidup 
Inventarisasi lingkungan hidup meliputi data dan informasi 
pengelolaan, serta data dan informasi sumber daya alam yang ada 
di Kecamatan Ngampilan. 
1) Data dan Informasi Pengelolaan 
Persepsi masyarakat terhadap data dan informasi 
pengelolaan dapat diketahui berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 16. Persepsi Masyarakat terhadap Data dan Informasi 
Pengelolaan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 8     8,16 
2 Baik 53   54,08 
3 Tidak baik 36   36,74 
4 Sangat tidak baik 1     1,02 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 16 diketahui bahwa terdapat 8,16% 
responden menyatakan data dan informasi pengelolaan yang 
tersedia sangat baik dan 54,08% responden menyatakan baik, 
sedangkan 36,74% responden menyatakan data dan informasi 
pengelolaan di lingkungan sekitar tidak baik dan 1,02% 
responden menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (54,08%) menyatakan data dan 
informasi pengelolaan baik, karena responden sering 
memperoleh data dan informasi pengelolaan dalam bentuk 
poster, brosur, pamflet yang ditempel di papan pengumuman 
atau dibagikan kepada warga, peta, dan diskusi warga, serta 
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sosialisasi dari Ketua RT dan Ketua RW maupun pemerintah 
daerah. 
2) Data dan Informasi Sumber Daya Alam 
Persepsi masyarakat terhadap data dan informasi sumber 
daya alam dapat diketahui berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 17. Persepsi Masyarakat terhadap Data dan Informasi 
Sumber Daya Alam 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 5     5,10 
2 Baik 30   30,61 
3 Tidak baik 57   58,17 
4 Sangat tidak baik 6     6,12 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 17 diketahui bahwa terdapat 5,10% 
responden menyatakan data dan informasi sumber daya alam 
yang tersedia sangat baik dan 30,61% responden menyatakan 
baik, sedangkan 58,17% responden menyatakan data dan 
informasi sumber daya alam lingkungan sekitar tidak baik dan 
6,12% responden menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (58,17%) menyatakan data dan 
informasi sumber daya alam tidak baik, karena responden 
jarang mendapatkan informasi terkait ketersediaan sumber 
daya alam baik melalui sosialisasi dari Ketua RT dan Ketua 




      
 
 
b. Penetapan Wilayah Ekoregion 
Penetapan wilayah ekoregion meliputi karakteristik wilayah, 
kemampuan mendukung kehidupan, dan kemampuan mengatasi 
masalah lingkungan Kecamatan Ngampilan. 
1) Karakteristik Wilayah 
Pengelolaan lingkungan hidup harus mempertimbangkan 
karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, sosial 
budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil 
inventarisasi lingkungan hidup. Persepsi masyarakat terhadap 
pengelolaan lingkungan sesuai karakteristik wilayah dapat 
diketahui berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 18. Persepsi Masyarakat terhadap Karakteristik Wilayah 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 4     4,08 
2 Baik 54   55,10 
3 Tidak baik 37   37,76 
4 Sangat tidak baik 3     3,06 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa terdapat 4,08% 
responden menyatakan pengelolaan lingkungan sudah sangat 
baik karena sesuai dengan karakteristik wilayah dan 55,10% 
responden menyatakan baik, sedangkan 37,76% responden 
menyatakan pengelolaan lingkungan tidak baik karena tidak 
sesuai dengan karakteristik wilayah dan 3,06% responden 
menyatakan sangat tidak baik. 
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Sebagian besar responden (55,10%) menyatakan 
pengelolaan lingkungan sudah baik karena sesuai dengan 
karakteristik wilayah yakni berdasarkan kepadatan penduduk, 
terbatasnya lahan, wilayah dekat Sungai Winongo, dan budaya 
masyarakat setempat. 
2) Kemampuan Mendukung Kehidupan 
Persepsi masyarakat terhadap kemampuan lingkungan 
dalam mendukung kehidupan dapat diketahui berdasarkan 
tabel berikut. 
Tabel 19. Persepsi Masyarakat terhadap Kemampuan 
Mendukung Kehidupan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 4     4,08 
2 Baik 70   71,43 
3 Tidak baik 22   22,45 
4 Sangat tidak baik 2     2,04 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 19 diketahui bahwa terdapat 4,08% 
responden menyatakan kemampuan lingkungan dalam 
mendukung kehidupan sangat baik dan 71,43% responden 
menyatakan baik, sedangkan 22,45% responden menyatakan 
kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan tidak 
baik dan 2,04% responden menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (71,43%) menyatakan 
kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan baik. 
Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal merasa nyaman 
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dengan lingkungannya. Sebagian lainnya menyatakan 
lingkungan tidak baik karena semakin banyak bangunan hotel 
dan bertambahnya rumah-rumah warga dekat sungai. 
3) Kemampuan Mengatasi Masalah Lingkungan 
Persepsi masyarakat terhadap kemampuan lingkungan 
dalam mengatasi masalah lingkungan dapat diketahui 
berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 20. Persepsi Masyarakat terhadap Kemampuan 
Mengatasi Masalah Lingkungan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 1     1,02 
2 Baik 78   79,59 
3 Tidak baik 17   17,35 
4 Sangat tidak baik 2     2,04 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 20 diketahui bahwa terdapat 1,02% 
responden menyatakan kemampuan lingkungan dalam 
mengatasi masalah lingkungan sangat baik dan 79,59% 
responden menyatakan baik, sedangkan 17,35% responden 
menyatakan kemampuan lingkungan dalam mengatasi masalah 
lingkungan tidak baik dan 2,04% responden menyatakan 
sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (79,59%) menyatakan 
kemampuan lingkungan dalam mengatasi masalah lingkungan 
baik. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan masih baik dalam 
mengatasi perubahan iklim. Sebagian lainnya menyatakan 
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tidak baik karena kondisi air tanah tercemar, kondisi air sungai 
keruh dan bau, serta berkurangnya jumlah pohon di lingkungan 
sekitar. 
c. Pembangunan Berkelanjutan 
Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan 
dalam pembangunan berkelanjutan dapat diketahui berdasarkan 
tabel berikut. 
Tabel 21. Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan 
Berkelanjutan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 2     2,04 
2 Baik 64   65,31 
3 Tidak baik 27   27,55 
4 Sangat tidak baik 5     5,10 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 21 diketahui bahwa terdapat 2,04% 
responden menyatakan pengelolaan lingkungan sangat 
memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan 65,31% 
responden menyatakan baik, sedangkan 27,55% responden 
menyatakan pengelolaan lingkungan tidak memperhatikan 
pembangunan berkelanjutan dan 5,10% responden menyatakan 
sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (65,31%) menyatakan 
pengelolaan lingkungan memperhatikan pembangunan 
berkelanjutan baik dengan alasan sesuai dengan karakteristik 
wilayah. Sebagian lainnya menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan 
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yang diselenggarakan pemerintah daerah cenderung membuang 
anggaran dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan saat 
ini. 
2. Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan 
Persepsi masyarakat terhadap permanfaatan merupakan 
penilaian masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang 
dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan di Kecamatan Ngampilan meliputi keberlanjutan fungsi, 
keberlanjutan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. 
a. Keberlanjutan Fungsi 
Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya 
alam sesuai dengan fungsinya dapat diketahui berdasarkan 
tabel berikut. 
Tabel 22. Persepsi Masyarakat terhadap Keberlanjutan Fungsi 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 3     3,06 
2 Baik 62   63,27 
3 Tidak baik 29   29,59 
4 Sangat tidak baik 4     4,08 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 22 diketahui bahwa terdapat 3,06% 
responden menyatakan pemanfaatan sumber daya alam sangat 
baik karena sesuai dengan fungsinya dan 63,27% responden 
menyatakan baik, sedangkan 29,59% responden menyatakan 
pemanfaatan sumber daya alam tidak baik karena tidak sesuai 
dengan fungsinya dan 4,08% menyatakan sangat tidak baik. 
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Sebagian besar responden (63,27%) menyatakan 
pemanfaatan sumber daya alam sudah baik karena sesuai dengan 
fungsinya dengan alasan adanya kesadaran masyarakat yang 
baik dalam menjaga lingkungan sekitar. 
b. Keberlanjutan Produktivitas 
Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya 
alam memperhatikan pelestarian lingkungan dapat diketahui 
berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 23. Persepsi Masyarakat terhadap Keberlanjutan 
Produktivitas 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 5     5,10 
2 Baik 55   56,12 
3 Tidak baik 34   34,70 
4 Sangat tidak baik 4     4,08 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 23 diketahui bahwa terdapat 5,10% 
responden menyatakan pemanfaatan sumber daya alam sangat 
memperhatikan pelestarian lingkungan dan 56,12% responden 
menyatakan baik, sedangkan 34,70% responden menyatakan 
pemanfaatan sumber daya alam tidak memperhatikan pelestarian 
lingkungan dan 4,08% responden menyatakan sangat tidak baik.  
Sebagian besar responden (56,12%) menyatakan 
pemanfaatan sumber daya alam memperhatikan pelestarian 
lingkungan dengan alasan adanya kesadaran masyarakat yang 
58 
      
 
 
baik dalam menjaga sumber daya alam yang tersedia untuk masa 
mendatang. 
c. Kesejahteraan Masyarakat 
Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya 
alam memperhatikan kesejahteraan masyarakat dapat diketahui 
berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 24. Persepsi Masyarakat terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 8     8,16 
2 Baik 66   67,35 
3 Tidak baik 22   22,45 
4 Sangat tidak baik 2     2,04 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 24 diketahui bahwa terdapat 8,16% 
responden menyatakan pemanfaatan sumber daya alam sangat 
memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan 67,35% 
responden menyatakan baik, sedangkan 22,45% responden 
menyatakan pemanfaatan sumber daya alam tidak 
memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan 2,04% 
menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (67,35%) menyatakan 
pemanfaatan sumber daya alam memperhatikan kesejahteraan 
masyarakat dengan alasan adanya perhatian lebih dari 
pemerintah daerah terhadap lingkungan melalui kebijakan-
kebijakan yang diselenggarakan. Selain pemerintah daerah, 
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Ketua RW juga memperhatikan kesejahteraan dengan membuat 
peraturan-peraturan wilayah, contohnya ada larangan 
menyalakan mesin kendaraan bermotor ketika masuk gang di 
beberapa RW di Kecamatan Ngampilan. Hal ini dilakukan untuk 
mengurangi kebisingan mesin karena sempitnya jalan antar 
rumah-rumah warga dan menjaga anak-anak kecil yang bermain 
di lingkungan. 
3. Persepsi Masyarakat terhadap Pengendalian 
 Persepsi masyarakat terhadap pengendalian merupakan 
penilaian masyarakat terhadap pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan meliputi 
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. 
a. Pencegahan 
Pencegahan meliputi upaya pencegahan, sosialisasi 
lingkungan, dan peran masyarakat dalam pencegahan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kecamatan 
Ngampilan. 
1) Upaya Pencegahan 
Persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat 




      
 
 
Tabel 25. Persepsi Masyarakat terhadap Upaya Pencegahan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 2     2,04 
2 Baik 72   73,47 
3 Tidak baik 18   18,37 
4 Sangat tidak baik 6     6,12 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 25 diketahui bahwa terdapat 2,04% 
responden menyatakan upaya pencegahan sangat baik dan 
73,47% responden menyatakan baik, sedangkan 18,37% 
responden menyatakan upaya pencegahan tidak baik dan 
6,12% menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (73,47%) menyatakan upaya 
pencegahan baik. Upaya pencegahan yang dilakukan 
dengan adanya sosialisasi berkala untuk menjaga kondisi 
lingkungan yang belum tercemar, diantaranya terkait 
pengelolaan sampah. Sebagian masyarakat lainnya menilai 
upaya pencegahan tidak baik. Hal ini dikarenakan 
masyarakat menilai kebijakan yang ada saat ini terlambat 
diberikan, sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan 
lingkungan sekitar. 
2) Sosialisasi Lingkungan 
Persepsi masyarakat terhadap sosialisasi lingkungan 
dapat diketahui berdasarkan Tabel 26. 
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Tabel 26. Persepsi Masyarakat terhadap Sosialisasi 
Lingkungan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 9     9,18 
2 Baik 76   77,55 
3 Tidak baik 12   12,25 
4 Sangat tidak baik 1     1,02 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 26 diketahui bahwa terdapat 9,18% 
responden menyatakan sosialisasi lingkungan sangat baik 
dan 77,55% responden menyatakan baik, sedangkan 
12,25% responden menyatakan sosialisasi lingkungan tidak 
baik dan 1,02% responden menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (77,55%) menyatakan 
sosialisasi lingkungan baik dengan alasan pemerintah 
daerah sering memberikan pendidikan, pelatihan, 
pembinaan, penghargaan lingkungan yang dilakukan secara 
berkala kepada masyarakat diantaranya bank sampah, 
penghijauan, kesehatan, dan saluran pembuangan air rumah 
tangga. 
3) Peran Pencegahan 
Persepsi masyarakat terhadap peran masyarakat dalam 
pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 




      
 
 
Tabel 27. Persepsi Masyarakat terhadap Peran Pencegahan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 2     2,04 
2 Baik 68   69,39 
3 Tidak baik 25   25,51 
4 Sangat tidak baik 3     3,06 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 27 diketahui bahwa terdapat 2,04% 
responden menyatakan peran masyarakat sangat baik dan 
69,39% responden menyatakan baik, sedangkan 25,51% 
responden menyatakan peran masyarakat tidak baik dan 
3,06% responden menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (69,39%) menyatakan peran 
masyarakat baik. Peran pencegahan dilakukan dengan 
adanya kerja bakti berkala di lingkungan sekitar. Sebagian 
lainnya menilai peran masyarakat tidak baik, bahkan ada 
yang menilai sangat tidak baik. Hal ini dapat disebabkan 
karena kesadaran yang rendah dalam menjaga lingkungan. 
b. Penanggulangan 
Penanggulangan meliputi upaya penanggulangan dan peran 
masyarakat dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup Kecamatan Ngampilan. 
1) Upaya Penanggulangan 
Persepsi masyarakat terhadap upaya penanggulangan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat 
diketahui berdasarkan Tabel 28. 
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Tabel 28. Persepsi Masyarakat terhadap Upaya 
Penanggulangan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 4     4,08 
2 Baik 76   77,55 
3 Tidak baik 16   16,33 
4 Sangat tidak baik 2     2,04 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 28 diketahui bahwa terdapat 4,08% 
responden menyatakan upaya penanggulangan sangat baik 
dan 77,55% responden menyatakan upaya penanggulangan 
baik, sedangkan 16,33% responden menyatakan upaya 
penanggulangan tidak baik dan 2,04% responden 
menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (77,55%) menyatakan upaya 
penanggulangan baik. Upaya penanggulangan yang 
dilakukan dengan pembuatan sumur bantuan untuk warga 
yang airnya tercermar, pengelolaan sampah dengan cara 
pemilahan dan bank sampah. 
Sebagian masyarakat lainnya menilai upaya 
penanggulangan tidak baik karena pemilahan sampah tidak 
berjalan lancar. Bank sampah baru berjalan di beberapa RW 
saja seperti di RW 1, RW 2, RW 3, RW 5 dan RW 8 
Kelurahan Notoprajan, sedangkan di Kelurahan Ngampilan 
tidak ada yang berjalan dengan baik. 
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2) Peran Penanggulangan 
Persepsi masyarakat terhadap peran masyarakat dalam 
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup dapat diketahui berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 29. Persepsi Masyarakat terhadap Peran 
Penanggulangan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 8     8,18 
2 Baik 67   68,35 
3 Tidak baik 22   22,45 
4 Sangat tidak baik 1     1,02 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 29 diketahui bahwa terdapat 8,18% 
responden menyatakan peran masyarakat sangat baik dan 
68,35% responden menyatakan baik, sedangkan 22,45% 
responden menyatakan peran masyarakat tidak baik dan 
1,02% responden menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (68,35%) menyatakan peran 
masyarakat baik. Peran penanggulangan dilakukan dengan 
adanya kerja bakti berkala di lingkungan sekitar. 
c. Pemulihan 
Pemulihan meliputi upaya pemulihan dan peran masyarakat 





      
 
 
1) Upaya Penghentian 
Persepsi masyarakat terhadap upaya penghentian 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat 
diketahui berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 30. Persepsi Masyarakat terhadap Upaya Penghentian 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 8     8,16 
2 Baik 73   74,49 
3 Tidak baik 15   15,31 
4 Sangat tidak baik 2     2,04 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 30 diketahui bahwa terdapat 8,16% 
responden menyatakan upaya penghentian sangat baik dan 
74,49% responden menyatakan baik, sedangkan 15,31% 
responden menyatakan upaya penghentian tidak baik dan 
2,04% responden menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (74,49%) menyatakan upaya 
penghentian baik dengan alasan pemerintah daerah 
memperhatikan kondisi lingkungan dengan mengadakan 
sosialisasi maupun perbaikan sarana pengelolaan yang 
mengalami kerusakan. 
2) Peran Penghentian 
Persepsi masyarakat terhadap peran masyarakat dalam 
penghentian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
dapat diketahui berdasarkan Tabel 31. 
 
66 
      
 
 
Tabel 31. Persepsi Masyarakat terhadap Peran Penghentian 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 1     1,02 
2 Baik 75   76,53 
3 Tidak baik 21   21,43 
4 Sangat tidak baik 1     1,02 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 31 diketahui bahwa terdapat 1,02% 
responden menyatakan peran masyarakat sangat baik dan 
76,53% responden menyatakan baik, sedangkan 21,43% 
responden menyatakan peran masyarakat tidak baik dan 
1,02% responden menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (76,53%) menyatakan peran 
masyarakat baik. Peran penanggulangan dilakukan dengan 
adanya kerja bakti berkala di lingkungan sekitar dan 
melakukan pengaduan dugaan pencemaran maupun 
kerusakan kepada pemerintah daerah. 
4. Persepsi Masyarakat terhadap Pemeliharaan 
Persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan merupakan 
penilaian masyarakat terhadap upaya yang dilakukan untuk menjaga 
pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 
penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh 
perbuatan manusia di Kecamatan Ngampilan, berupa upaya 




      
 
 
Tabel 32. Persepsi Masyarakat terhadap Pemeliharaan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 2     2,04 
2 Baik 70   71,43 
3 Tidak baik 23   23,47 
4 Sangat tidak baik 3     3,06 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 32 diketahui bahwa terdapat 2,04% 
responden menyatakan pemeliharaan sangat baik dan 71,43% 
responden menyatakan baik, sedangkan 23,47% responden  
menyatakan pemeliharaan tidak baik dan 3,06% responden 
menyatakan sangat tidak baik.  
Sebagian besar responden (71,43%) menyatakan pemeliharaan 
baik. Masyarakat menilai dari adanya perbaikan penghijauan di 
sekitar dengan membagikan bibit tanaman maupun tamanisasi. 
5. Persepsi Masyarakat terhadap Pengawasan Perizinan 
Persepsi masyarakat terhadap pengawasan perizinan merupakan 
penilaian masyarakat terhadap pengawasan ketaatan penanggung 
jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan 
dan izin lingkungan di Kecamatan Ngampilan. 
Tabel 33. Persepsi Masyarakat terhadap Pengawasan Perizinan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 4     4,08 
2 Baik 72   73,47 
3 Tidak baik 20   20,41 
4 Sangat tidak baik 2     2,04 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
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Berdasarkan Tabel 33 diketahui bahwa terdapat 4,08% 
responden menyatakan pengawasan perizinan sangat baik dan 
73,47% responden menyatakan baik, sedangkan 20,41% responden 
menyatakan pengawasan perizinan tidak baik dan 2,04% responden 
menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (73,47%) menyatakan pengawasan 
perizinan baik. Masyarakat menilai perizinan berjalan lancar sesuai 
dengan hukum yang berlaku. 
6. Persepsi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum 
Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum merupakan 
penilaian masyarakat terhadap penegakan hukum pelaku tindak 
pidana lingkungan hidup meliputi pengaduan, sosialisasi kebijakan 
pengaduan, dan penegakan hukum pelaku tindak pidana lingkungan 
hidup di Kecamatan Ngampilan. 
a. Peran Masyarakat dalam Pengaduan 
Persepsi masyarakat terhadap peran masyarakat dalam 
pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat 
diketahui berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 34. Persepsi Masyarakat terhadap Pengaduan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 2     2,04 
2 Baik 48   48,98 
3 Tidak baik 44   44,90 
4 Sangat tidak baik 4     4,08 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
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Berdasarkan Tabel 34 diketahui bahwa terdapat 2,04% 
responden menyatakan peran masyarakat sangat baik dan 
48,98% responden menyatakan baik, sedangkan 44,90% 
responden menyatakan peran masyarakat tidak baik dan 4,08% 
responden menyatakan sangat tidak baik. 
Paling banyak responden (48,98%) menyatakan peran 
masyarakat baik. Sebagian lainnya menyatakan bahwa peran 
masyarakat tidak baik dikarenakan masyarakat terkadang 
enggan untuk mengadukan dugaan pencemaran atau kerusakan 
dan bersikap tak peduli terhadap kondisi yang terjadi. 
b. Sosialisasi Pengaduan 
Persepsi masyarakat terhadap sosialisasi pengaduan dapat 
diketahui berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 35. Persepsi Masyarakat terhadap Sosialisasi Pengaduan 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 5     6,10 
2 Baik 52   53,10 
3 Tidak baik 40   40,80 
4 Sangat tidak baik 1     1,00 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 35 diketahui bahwa terdapat 6,10% 
responden menyatakan sosialisasi pengaduan kepada masyarakat 
sangat baik dan 53,10% responden menyatakan baik, sedangkan 
40,80% responden menyatakan sosialisasi pengaduan kepada 
masyarakat tidak baik dan 1,00% responden menyatakan sangat 
tidak baik. 
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Sebagian besar responden (53,10%) menyatakan sosialisasi 
pengaduan kepada masyarakat baik. Sosialisasi diberikan 
kepada Ketua RW dan aktivis lingkungan, kemudian 
disampaikan kepada warganya melalui pertemuan yang sering 
diadakan pada masing-masing RW maupun RT. 
c. Penegakan Hukum 
Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum dapat 
diketahui berdasarkan tabel berikut. 
Tabel 36. Persepsi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum 
No. Persepsi Frekuensi (Jiwa) Persentase 
1 Sangat baik 3     3,06 
2 Baik 31   31,63 
3 Tidak baik 58   59,19 
4 Sangat tidak baik 6     6,12 
Jumlah 98 100,00 
Sumber: Data Primer Tahun 2014 
Berdasarkan Tabel 36 diketahui bahwa terdapat 3,06% 
responden menyatakan penegakan hukum berjalan sangat baik 
dan 31,63% responden menyatakan baik, sedangkan 59,19% 
responden menyatakan penegakan hukum tidak berjalan dengan 
baik dan 6,12% responden menyatakan sangat tidak baik. 
Sebagian besar responden (59,19%) menyatakan penegakan 
hukum tidak berjalan efektif, efisien, dan konsisten. Masyarakat 
beralasan pemerintah daerah kurang tegas dalam 
menindaklanjuti kasus dugaan pencemaran dan kerusakan 






KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
peneliti, menunjukkan bahwa: 
1. Persepsi masyarakat terhadap perencanaan lingkungan hidup Kecamatan 
Ngampilan Kota Yogyakarta yakni sebagian besar responden 
menyatakan baik pada sumber data dan informasi pengelolaan (54,08%), 
karakteristik wilayah (55,10%), kemampuan mendukung kehidupan 
(71,43%), kemampuan mengatasi masalah lingkungan (79,59%), dan 
pembangunan berkelanjutan (65,31%), serta sebagian besar responden 
(58,17%) menyatakan tidak baik pada sumber data dan informasi SDA 
yang tersedia.  
2. Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan lingkungan hidup Kecamatan 
Ngampilan Kota Yogyakarta yakni sebagian besar responden 
menyatakan baik pada keberlanjutan fungsi (63,27%), keberlanjutan 
produktivitas (56,12%), dan kesejahteraan masyarakat (67,35%). 
3. Persepsi masyarakat terhadap pengendalian lingkungan hidup Kecamatan 
Ngampilan Kota Yogyakarta yakni sebagian besar responden 
menyatakan baik pada upaya pencegahan (73,47%), sosialisasi 
lingkungan (77,55%), peran pencegahan (69,39%), upaya 
penanggulangan (77,55%), peran penanggulangan (68,35%), upaya 
penghentian (74,49%), dan peran penghentian (76,53%). 
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4. Persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan hidup Kecamatan 
Ngampilan Kota Yogyakarta yakni sebagian besar responden (71,43%) 
menyatakan baik. 
5. Persepsi masyarakat terhadap pengawasan lingkungan hidup Kecamatan 
Ngampilan Kota Yogyakarta yakni sebagian besar responden (73,47%) 
menyatakan baik. 
6. Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan hidup 
Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta yakni paling banyak responden 
(48,98%) menyatakan baik pada pengaduan, sebagian besar responden 
menyatakan sosialisasi pengaduan baik (53,10%) dan menyatakan tidak 
baik karena penegakan hukum tidak berjalan efektif, efisien dan 
konsisten (59,19%). 
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat 
terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan Kota 
Yogyakarta dapat dikatakan baik. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa 
saran sebagai berikut. 
1. Bagi Pemerintah 
a. Pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan Kota 
Yogyakarta perlu ditingkatkan terutama dalam perencanaan 
pengelolaan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
lingkungan hidup. 
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b. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan 
masyarakat dalam pelaksanaan program-program pengelolaan 
lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta demi 
tercapainya tujuan kota berwawasan lingkungan menuju 
pembangunan yang berkelanjutan. 
c. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengadaan sarana 
dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan 
hidup. 
2. Bagi Masyarakat 
a. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan 
lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta. 
b. Mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal Kota 
Yogyakarta dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
 













a. Inventarisasi lingkungan hidup 
b. Penetapan wilayah ekoregion 
c. Pembangunan Berkelanjutan 
2. Pemanfaatan 
a. Keberlanjutan fungsi 
b. Keberlanjutan produktivitas 




c. Pemulihan  
4. Pemeliharaan 
5. Pengawasan 
6. Penegakan hukum 
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“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP DI KECAMATAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA” 
 
 
Pedoman angket ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi guna penulisan 
Skripsi dalam rangka menyelesaikan studi sarjana di Jurusan Pendidikan Geografi 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan maksud tersebut, 
saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan informasi sesuai 
dengan pertanyaan yang telah disediakan. Segala informasi yang telah diberikan 
akan tetap terjaga kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan penelitian.  
 










No. Responden : 
ANGKET PENELITIAN 
“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP DI KECAMATAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA” 
Identitas Responden  
a. Nama    : …......................................................................... 
b. Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 
c. Umur   : …… tahun 
d. Alamat  : …......................................................................... 
e. Pendidikan Terakhir : …......................................................................... 
f. Pekerjaan  : …......................................................................... 
A. Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana ketersediaan data dan informasi pengelolaan 
lingkungan hidup? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana data dan informasi mengenai ketersediaan 
sumber daya alam? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup 
dengan karakteristik wilayah yang dimiliki? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kemampuan lingkungan sekitar dalam 
mendukung kehidupan makhluk hidup? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kemampuan lingkungan dalam mengatasi 
masalah lingkungan? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup 
yang dilakukan pemerintah daerah dengan pembangunan berkelanjutan? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 








B. Pemanfaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam 
dengan fungsinya? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelestarian lingkungan dalam pemanfaatan 
sumber daya alam? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan 
sumber daya alam? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
C. Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup 
10. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana upaya pencegahan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup di lingkungan sekitar? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
11. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelatihan/pembinaan yang diberikan 
pemerintah daerah kepada masyarakat? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
12. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran masyarakat dalam upaya pencegahan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
13. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana upaya penanggulangan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup di lingkungan sekitar? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran masyarakat dalam upaya 
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
15. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana upaya penghentian sumber pencemaran 
lingkungan? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
16. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran masyarakat dalam upaya penghentian 
sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 





D. Pemeliharaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
17. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana upaya konservasi (perbaikan) sumber daya 
alam di lingkungan sekitar? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
E. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
18. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengawasan perizinan lingkungan pemerintah 
daerah terhadap penanggung jawab usaha? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
F. Penegakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup 
19. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran masyarakat dalam melakukan 
pengaduan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran pemerintah daerah dalam 
mensosialisasikan kebijakan pengaduan masyarakat? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
21. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak 
pidana lingkungan hidup? 
a. Sangat baik   
b. Baik 
c. Tidak baik 











Gambar 1. Kondisi Lingkungan RW 01 
Kelurahan Ngampilan 





Gambar 3. Kondisi Lingkungan RW 03 
Kelurahan Ngampilan 





Gambar 5. Kondisi Lingkungan RW 05 
Kelurahan Ngampilan 









Gambar 7. Kondisi Lingkungan RW 07 
Kelurahan Ngampilan 
 Gambar 8. Kondisi Lingkungan RW 08 
Kelurahan Ngampilan 




Gambar 9. Kondisi Lingkungan RW 09 
Kelurahan Ngampilan 
 Gambar 10. Kondisi Lingkungan RW 10 
Kelurahan Ngampilan 




Gambar 11. Kondisi Lingkungan RW 11 
Kelurahan Ngampilan 
 Gambar 12. Kondisi Lingkungan RW 12 
Kelurahan Ngampilan 








Gambar 13. Kondisi Lingkungan RW 13 
Kelurahan Ngampilan 
 Gambar 14. Kondisi Lingkungan RW 01 
Kelurahan Notoprajan 




Gambar 15. Kondisi Lingkungan RW 02 
Kelurahan Notoprajan 
 Gambar 16. Kondisi Lingkungan RW 03 
Kelurahan Notoprajan 




Gambar 17. Kondisi Lingkungan RW 04 
Kelurahan Notoprajan 
 Gambar 18. Kondisi Lingkungan RW 05 
Kelurahan Notoprajan 








Gambar 19. Kondisi Lingkungan RW 06 
Kelurahan Notoprajan 
 Gambar 20. Kondisi Lingkungan RW 07 
Kelurahan Notoprajan 




Gambar 21. Kondisi Lingkungan RW 08 
Kelurahan Notoprajan 
 Gambar 22. Pengangkutan Sampah Warga 
Kecamatan Ngampilan 




Gambar 23. Bank Sampah di RW 08 Kelurahan 
Notoprajan 
 Gambar 24. Kondisi Taman Kota Kecamatan 
Ngampilan 








Gambar 25. Sempitnya Lahan Warga Kecamatan 
Ngampilan 
 Gambar 26. Pertokoan di Sepanjang Jalan 
Kecamatan Ngampilan 




Gambar 27. Bantuan Sumur Warga Kecamatan 
Ngampilan 
 Gambar 28. Kondisi Sungai Winongo 
Kecamatan Ngampilan 




Gambar 29. Larangan Menyalakan Mesin 
Kendaraan Bermotor di Kecamatan Ngampilan 
 Gambar 30. Halte Trans Jogja di Kecamatan 
Ngampilan 
   
87 
 
 
 
Lampiran 4 



